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PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS

Menimbang

Mengingat

TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan Sistem
dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Rokan
Hulu;

bahwa sistem dan prosedur pemungutan BPHTB adalah
mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan
dalam menerima, mentata usahakan dan melaporkan
penerimaan BPHTB,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan
peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Rokan Hulu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang  Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No 4437); Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131. 14-265 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah ;



12.  Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerabh;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN ROKAN HULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat
dengan DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rokan Hulu.

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut
BPHTB.

5. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan
oleh orang pribadi atau Badan.

6. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
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7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rokan Hulu.

11. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

12. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

13. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan
tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen
jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

14. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD
BPHTB, adalah surat yang oleh Waijib Pajak digunakan untuk untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

15. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke
pihak lain.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kKegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses
yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
b. prosedur pembayaran BPHTB;
c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

prosedur pelaporan BPHTB;

@

f. prosedur penagihan;

b



g. prosedur pengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan
rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus
penghitungan besar BPHTB terutang Waijib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b)
adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi yang
dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen
pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta
ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan
BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat
Teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD).

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas
pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

a. fungsi pelayanan;
b. fungsi data dan informasi; dan
¢. fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
melakukan interaksi dengan waijib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan
BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas
untuk mengelola database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan
data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

5 f



BAB Il
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai
peraturan perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek
pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang
disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Waijib Pajak
melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada
SKPKD.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.



(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pemeriksaan lapangan.

(4) Tata cara penelitan SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Ill yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

(2) SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam
rangka pendaftaran Pemindahan Hak

(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan
dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum
dibayar oleh Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

(4) Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pengurangan BPHTB
Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi
Pelayanan untuk diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
VIl yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 13
(1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,
menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta
memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB ditetapkan oleh Bupati.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada Tanggal 2\ Juni 2011

K‘j‘BUPATI ROKAN HULU,!L

X HACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU*

P;embina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR



LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 2!  JUNI 2011

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen
legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak
yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa

kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan
data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak
atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini
Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait

pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan
daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Dalam prosedur ini, pejabat
daerah berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Waijib Pajak dalam menghitung BPHTB
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT
ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan

berwenang untuk:
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- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan;

- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan; dan

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola dafabase pertanahan di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan)

menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan
hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat
berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain
yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan
dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak
menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta
dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari
Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang
diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian
mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek
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pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada
PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT
kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan
dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data
objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat
melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5§
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan
draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan & Aset.

Langkah 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka

PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi
objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan,
PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan
data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

» Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
> Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
» Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.
» Lembar 4:
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Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.

» Lembar 5:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

> Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan
kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada

Waijib Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari

PPAT.
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CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 1

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANBANGUNAN Lembar 1
( SSPD-BPHTB ) Untuk Wejb Pajek
BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEVBERITAHUAN OBJEK
LogoPeneitzh Daech PAJAK BUM DAN BANGUNAN (SPOP PEB) PAIAK

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
PERHATIAN: Bacalsh peurjuk pengisian pecta helzmen belakeng lerrter i terktih cehul

cme ) UL g
2NPWP: | ,

3. Alamat Wajb Pajak:

4. Kerahan/Desa: 5. RTRN 6.Kecamatan;

7. Kebupeteniotar 8 Kode Pos:
B inmorogpikeorrs | | [ ]| HER ]

2 Letak tanch dan daubangunan:

3 KebrahenDesa 4. RIRN

5. Kecanelan: 6. KabupetenKola:

Fenghitungan NJOP PBB:

Uraian (uyrmaans:yiib yerg (usiw@';%guew Luasx NJOPPBB/n?
TanpdEe) R k] T o]
Tanh (buri) 7 7| 9 Rp "IFb .
Bangunen 8| me |10 Rp 2(r T

NPFE  BlRo o W

15. Jenis perolehan hek das tanch dan etau bangunan: I:I:I 14, Hap transakd /Nial pasar. Rp |

16. Norror Sertifkat :

&

G AKUMULASI NILA| PERGLEHAN HAK SEBELLIVNYA

D. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanyadiisberdzsaken penghitingen Wajb Paik)
1. Nid Perolehan Cbjek Pajek (NFOP) menpertititen riai paca 813, B14, dnC 1p
2. Nid Perclehian Cbjek Pejek Tickk Kena Pejek( NPOPTKP ) menpertiatiken rii paca C 2 »
3. N Perolehen Ctjek Pojok Kena Pejek({ NPOPKP) aglet-aa2| 3 B
4. Bea Perclehan Hak atzs Taneh dan Bangunen yang tentang Bixaga3 |4 B

2258

E. Juvich Seforan berdasarkan:
[ a PenghitinganWejb Pojek
| h. STPDBPHTB/ S(PDBKURANG BAYAR/ SKPLB
KURANG BAYAR TAVBAHAN *) Nomor: Taggat
[ ¢ Pengrangendtitung sendsi merjad: I % berctser PRI KDH NS ...
I

JUVLAH YANG DISETOR (dengan angka) (Whmﬂ):

(bettasakanpertitungen D4 dan iftendi)

*) oretyang fask perks
.................................. MENGETAHUL: DITERMA OLEH Tekch Diverfikast
VAJIBPAJAK/PBNYETOR PRAT/NOTARS TEVPAT PEVBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATANPENGELOLAAN

Naralengkep dan tadatangen Navakengep, starpd, fatngan

lergep, dampd, dntand Nemalengep, sterpd, dantandatangan

O ¥
aln OO0

Hayadid deh Nmu-deml | | l

Lember 16 -Weib Paipk
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CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 2

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN |  Lembar 2
Untuk PPATNotars

( SSPD-BPHTB ) o

BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
Logo Pemerintzh Daerah PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu,

A 1.Nama Wajb Pajak LTTTTTTTT
2 NPWP:
3. Alamat Wajbb Pajak:
4. Kelurahan/Desa: 5. RTRW: 6.Kecamatan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos;

B t.NomorobikPaiakvopipee: [ [ ) ([ ] (T 1] (T (1] IL1] (]

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan/Desa: 4. RTRW:
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:

Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/m?
Uraia
ian mmtwsewdanafau&angmyang {&mberdasallmSPPTPBBlaimterfdmya Luas xNJOP PBB /m?

Tanzh { bumi) 7 m | 9{Rp 11|Rp [ewaTiadat]
Bangunan 8 m? (10| Rp 12|Rp TR
angka 8x angka 10

15. Jenis perclehan hak atas tanah dan atau bangunan: D:] 14, Harga transaksi / Nili pasar. [ Rp |
16. Nomer Sertifikat :

C. AKUMULAS! NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp

D. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajb Pajak )
1. Nitai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatiken nilai pada 8,13, B.14,, dan C 1 |>
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) memperhatikan nilei pada C 2 |p
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP ) agha 1-anghe? | 3 lb
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang Shxangkad | 4 lb

@ E. Jumizh Setoran berdasarkan:

[] a Penghitungan Wajb Pajak

b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal:

|:| ¢. Pengurangan dihitung Sendiri menjadi: D:‘ % berdasar Peraturan KDH No: ......
]
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan humf):

[ |

(bentasarkan perhitungan D4 den pihan di )

F|I&|E|&

Mgl MENGETAHUL: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi:
WAJIB PAJAK/PENYETOR PPAT/NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal: ....oveecocmne KEUANGAN ASET DAERAH

Namalengkap dan tanda langan Nama lend(ap. stempel dan tanda tzngan Nama !enw slempel. dan tanda tangan Nama Iengtap stempel dan tanda tmgm

wesee [ 1] [ (11 (10 [T0)
woerssin: [ 1] (1) (11T (11 [ HIIIID

Hanya disi ofsh
petugas DPPKAD
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

B Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak
(WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga
diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota; Lembar keempat
diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima
Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar keenam diterima Bendahara Penerimaan.

W Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

B Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.

B Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau
pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN:
HURUF A  Diisi dengan data WP

HURUF B

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam
SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan
yang haknya diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP
PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh

Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat
terjadinya perolehan

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka
9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat

Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
PBB/KPP Pratama yang wilayah

kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi’harga transaksi
yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan
bangunan sebagai berikut:

Jenis Perolehan Kode Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode
Hak
-Pemindahan Hak -Pemasukan dalam perseroan | 06 |-Pemekaran Usaha 12
- Jual Beli 01 /badan hukum lainnya 07 |-Hadiah 13
- Tukar Menukar 02 | -Pemisahan hak yang | 08 [ -Perolehan hak Rumah Sederhana 14
- Hibah 03 mengakibatkan peralihan Sehat dan RSS melalui KPR 15
- Hibah Wasiat -Penunjukan pemberi dalam lelang 09 bersubsidi *) 16
- Waris 04 | -Pelaksanaan putusan hakim yang | 10 |-Pemberian hak baru 17
05 mempunyai kekuatan hukum tetap 11 | -Pemberian hak baru sebagai
-Penggabungan usaha kelanjutan pelepasan hak
-Pelebaran usaha -Pemberian hak baru diluar
pelepaasn hak
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*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH)
sebagaimana diatur dalam keputusan . Menteri Pemukiman dan
Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan
perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi
Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah
Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah
bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada
peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang
persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. Angka 16 Diisi
dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

HURUF C  Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah
diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan
lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan.

HURUF D  Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan

(BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan

STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf

D.d huruf C tidak perlu diisi

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga
transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B
angka 14. Namun, dalam hal
NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP
PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana
huruf B angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan pernah
menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus
mempertimbangkan  akumulasi  ini, jika akumulasi
sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP
dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala
Daerah
(informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh
melalui DPPKA setempat)

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3)
dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal 61 Perda No. 1
Tahun 2011)

HURUF E Diisi dengan memberi tanda “X” pada kotak yang sesuai dengan dasar

seorang WP melakukan setoran pajak

Hurufa. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Hurufb. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di
huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah
BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
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D. BAGAN ALUR

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Waljib Pajak

Uraian

Selaku Penerima Hak

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kepala Kantor Bidang
Pertanahan

1. Wajib pajak (penerima hak) mengurus perolehan
hak atas tanah dan atau bangunan ke PPAT dengan
menyerahkan dokumen terkait perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

2. PPAT menerima dokumen perolehan hak dari
Wajib Pajak. PPAT kemudian memeriksa data
mengenai objek paijak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan
data yang dibutuhkan oleh PPAT terkait
pemeriksaan objek pajak.

4. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

S. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

6. Berdasarkan prosedur vyang berjalan, PPAT
menerima formulir SSPD-BPHTB dari Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah .

7. PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan
SSPD-BPHTB.

8. WP bersama-sama dengan PPAT kemudian
menandatangani SSPD-BPHTB.

" perolahan hak atas

Mengurus

.Dokumen taerkalt’
Perolehan Hak Atas

tanah dan atau
bangunan ke PPAT

SSPOD-BPHTB

Tanah dan -
Bangunan

Memariksa dota
terkalt objek pajak

ke Kepala Kantor
Bidang Pertanahan

Menyusun Draft
Akta Pemindah

Menyediakan data
yang dibutuhkan
PPAT terkait
pemaeariksaan objek
‘pajak -

Hak atos Tanah dan/
atau Bangunan

Penyediaan
Formulir SSPD- Pamindahan Hak

atas Tanah dan/

Form SSPD-
BPHTR (6
iembar)

terutang. menylapkan
SSPD-BPHTS, &
menandatangani
T8

WP dan PPAT
tanda tangan

SSPD-BPHTB
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 2l JUNI 2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH WAJIB PAJAK

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Waijib Pajak atas
BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan
pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui
Bank yang Ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan
membantu melakukan perhitungannya.

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Waijib
Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
berwenang untuk:
a. menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
b. memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
¢. mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/

kurang;

d. menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
e. mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Waijib Pajak akan menerima Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB
merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
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pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat
lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas
6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

1. Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.

2. Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.

3. Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.

4. Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.

5. Lembar 5:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

6. Lembar 6:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan
kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian
membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara

Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan
kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang
diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB.

Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Waijib Pajak.
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Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang
Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses
berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di
DPPKA.
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CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 6

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANBANGUNAN Lembar 6
Urtuk Bank yang
( SSPD-BPHTB) durjukBencatera
Peneiimazn sbgLaporan |
Lopol D BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAIAK DFPKAD
Permrizh PAIAK BUNM DAN BANGUNAN (SPOP PEB)
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN 8 ASET DAERAH:
PERHATIAN: Bacakh petunjuk pengisian padda halamen belekang lenber ini terketih dahule
A 1 NeeVébPask H IH ‘ l | | ]
2NPVP: || 7
3 Alamat Wejb Paiak:
4 KehrshanDesz & RTRN 6.Kecamatan:
7. KebupetenKota 8 KodePes:
B tlmopkpikeonrm | [ ][] ]| [ 11 [ ]
2 Letzk tanah dan g bangunan:
3 KebrehaDesa 4. RTRN
5 Kecamata 6. Kebupateniota:
Renghtungan NIOP PER
, ] Luas . NioPPB/n?
Uraian (ﬁgmf%aﬁug)wmm (agmmmﬁ{?" ainya Luasx NSOPPBB/n?
Tanch { buni ) 7] m 9Rp 11'&, —
Bangunen 8| m2 |10 Rp 2|R o
NCPPEE 13|,
........................... agalirenga
15 Jerispeiehentok dastrehcnabergra | | | 4 Hagatirsekd/Nsipssr | Ro |
16. Nomor Sertifiat :
G AKQUMULASI NLAI PERCLEHAN HAK SEBELLIVINYA Rp
D PENGHITUNGAN BPHTB( Hanyadits berdasakan penhitinganWej Paak)
1. Nli Perdiehan Chjek Pajk (NFOP) menperhitifen néai paca 813, 814, dnC 1» Rp
2. Nl Perdehen Chjek Pajak Tidk Kena Pajek ( NPOPTKP ) menrperhidikan niai paca C 2> Rp
3. Nidi Pesdlehan (bjek Pajak Kena Paisk ( NPOPKP) agat-aga2|3 P Rp
4. BeaPerdehan Hek atas Tanch dan Bangunan yang tentang Sxaga3 |4 P Rp
E Jurizh Setoran berdasarkan
[ a PeghitnganWbPaik
I b STPDBPHTB/ S(PDB KURANG BAYAR/ SKPIB
KLRANG BAYAR TAVBAHAN %) N Tanget
|: ¢ Pengurangan dhitung sendii menjadi: I % bertasar Paratira EOHNT .ovvveevovveeceensmiemssnere oo
[ 4.
JUVLAH YANG DISETOR (dengen angk (dognhung:
(baasartanpetitingan D4 dan pifendiE)
) Coretyeng fak perks .
........... N (s T MENGETAHU: DTERVACLEH Tekh Dverifikast
VAJIB PAJAK/ PENYETOR PPAT/ NOTARS TEMPAT PBVBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggd: oo KEUANGAN ASET DAERAH
N!tahroq:chltamlaum Namalngian sanpd dn g Narelergep, darpd, dntandatagan Nemakrgn starpd g
s S EEREEEE | | |

T lemee (OO IIIHD

lerrtuﬁb‘—ﬁxrmkﬂbuhan &&hpuan
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 24  TAHUN 2011
TANGGAL ;: 21 JUNI 2011

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BPHTB (SSPD-BPHTB) OLEH WAJIB PAJAK

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan
proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur
ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang
Ditunjuk/ Bendahara Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan
Keuangan & Aset Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data
objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah
dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak
yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi

Pelayanan berwenang dan bertugas untuk:

a. meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan
Informasi;

b. memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

c. menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah
diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini

menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi

Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:

a. mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah

wewenangnya; dan.
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b. menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:
1. SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/
SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
2. Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/
Surat Izin Mengemudi/ Paspor);
3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga,
dalam hal transaksi waris.
5. Fotokopi identitas Kuasa Waijib Pajak (dalam hal dikuasakan);
6. Fotokopi Kartu NPWP;
7. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitan SSPD BPHTB. Wajib
Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB,
SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB,
SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi
Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak

berdasarkan Formulir Permohonan Penelitan SSPD BPHTB yang diterima.
Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data
kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari
Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang
dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data &
Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan
Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form
Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.
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Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek
pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian
memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen
pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan
Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian
lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara
penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan
menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan
mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan
lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi

Pelayanan.
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CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 4

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 4
( SSPD-BPHTB) ) DPPKAD
dalam proses penelitian
LogoPermedrtahDzerdh BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMEERIT AHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUM DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:
PERHATIAN: Bacaksh petunjuk pengisian pada halaman belakang lember i teriebih dahub,
Ai.NarmWajibPajalel ‘|| ’H | |||
2 NPWP:
3. Alamat Wajb Pajek:
4 KelrehanDesa: 5. RTIRW: 6.Kecamatan:
7. Katupaten/Kota: 8. Kode Pos:
B 1. Nomor Obik Pejak (VOP) PEB: | _ L] L1 1 HER ]
2. Letak tangh dan ateu bangunan:
3. KelrshanDesa: 4. RT/IRW:
5. Kecamatan: 6. Kabupater/Kota:
Penghtungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/ m?
Uraian (aslmla'ga%%’aa)gnmyam 0] mm 'ﬂxﬁs ff.:.ﬂmya Luasx NJOP PBB/n?
Taneh ( bumi ) 7| mz| 9 Rp 11|W’ -
1 1 ;
Bangunan 8| mz |10 Rp 2| Ro RIS
NCPPBE: 3|RD o TgaTTaga Tl
15. Jenis pertehan hak s tanah dan atau bangunan: D] 14, Harga trnsaks / Nilai pasar. ’Rp
16. Nomor Sertifkat :
C. AKUMULAS! NILA| PERCLEHAN HAK SEBELUVNYA Rp
D PENCHITUNGAN BPHTB( Hanyadiis berdas akan penghiungan Wab Pajak )
1. Nilai Perolhan Cbjek Pajek (NFOP) menperhatiken nia padaB.13, B4, danC 1P Rp
2. Nilai Perolehan Chiek Pajek Tidek Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan niai pada C 2> Rp
3. Niki Perolehan Cbjek Pajek Kena Pajak { NPOPKP) agat-agaz|3 P Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang Fhxargad |4 P Rp
E. Jumish Setoran berdasarkan:
[ a Penghitingan Wajb Pajak
b. STPDBPHTB/ SKPDB KJRANG BAYAR/ SKPDB
KURANG BAYAR TAVBAHAN %) Nomor: Tanggat
[ ¢ Pengurangandititung sendii menjad: | % bertaSar PEraran KDH NO: ....c..o.vvesesesersenssssmssmessesecn
R W
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) {dengan hun):
e g
(badasarkan pertitngan D4 dan pifhandiE)
*) Coretyang feak perks o
............. | (1| R MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikast
VAJIB PAJAK/PBNYETOR PPAT/ NOTARS TEMPAT PBMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal: .. KEUANGAN ASET DAERAH
Nema lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempal, dan bnda bngan Namalengkap, tempel, dan tanda tangan Nerna lengkep, stempel, dantandatangan
mitse | I ]
petugas DPPKAD L : | .

O —— [O1mQg

Lembar 46 - Fungsi Pelayanan
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CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

FORIVILUR PERVIOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Llamgiran : 1(saty) set
Hal : Penyarmpaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Dinas Pengelolaan Perdapatan Keuangan Daerzh
Permerintzh Kabupaterykota ...........

Yang bertanda tangan d bawshini :
Narma Wajib Pajak :
W L) L) L) O T 1 OI1

Aamat

Bersamaini menyampaikan SSPD-BPHTB wntuk diteliti atas peroleran hak atas tarah dan /atau bangunan
sebagai berikut :

NoP L) O O 1 O

Alanat

Desa/Kelurabhan
KabupateryKota

Terlampir ddaimen setegai berikut :

{1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti

Penerinaan Daesah (BPD)*)

(2) Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATMbukti permbayaran PBB/ Bukti Perrbayaran PBB
kinnyaTahun........... *)

(3) Fotokopi idertitas Wajib Pajak tenpa

(4) Surat Kuasa cbri Wajib Pajak **)

(5) Fotokopi idertitas Kuasa Wajib Pajak **)

6) Fotokopi Kartu NPAP

U] e

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penditian SSPD-BPHTB,

Keterangar , 20
| coret yangtidak perlu Wsjib pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
**) dalam hal dkuasakan

PENELUTIAN
Setelah melakukan permeriksaan dan pendashan SSPD-BPHTB dan dokurmen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini karri menyatakan
kehwa:
- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTBtelah sesuai
- Nilai BPHTB tenutang yarg tercantum dalamSSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumren pendukung peroletan hak atas taraly'dan bangunan telah lengkap

Furgsi Pelayanan
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CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 1

FCRIVIPENGAJUAN DATA

Dengan honet,
Sehubungan dengan prases penelitian SSPD-BPHTByang sedang berjalan, dengan ini karri menggjukan
permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bengunan atas ;

Narra Wajib Pajak e
NPWP Ll L) U O [T

Serta data objek pgak atas
Nomor ObjekPajakNoP) [ [ | [T ] [T 1] [(T1] [T [IT111 O

Atas perhatian dan kerjasamenya kari mengucapkan terima kasih

, 20
Fungsi pelayaran
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CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 2

DATACBIBC PAIAK
CergnHom g,
Dbanmmnmmlmcﬁayagarhmuﬁmcﬁanposespaﬁhmmm
1 NamaWgibPgak :
2P L LD O (O O
3. Perderen Hik Selama Tahun Bajdan:
a
h --------------------
C ....................
d o
e
anomorctiekpaiakino?) | | | (]| L[] [LTT] [TT] 000 O
5. Letaktanahybarguren:
6. KeluraharyDesa 7. RT/RW
8 Keanatan Qkehpateiota
PerghitunganNIOP PE&:
Luas NCPPBB/n?
Uraian (Diisi Iuestaneh dan dtaubergnan | (Dlisi berdesarkan SPPTPEBthun Lues xNICP FBB / i}
Yarg teleya tefjadnya
dperdeh) pedéhanhek/tzhun....)
Tareh(buri) 7 n 9 1Rp
Barguren 8 | 10 12Rp
NCPPBB 13Ro
Semoga chtain chpat baguraddamproses penditian SSPD-BPHIB. TarimaKasin
2
Furgs Pergelolaen Data
&lrforrad
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 2!  JUNI 2011

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan
hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak
atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung
pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib
Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak
atas tanah ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan
bertugas untuk:

a. mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah: dan

b. menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan
berwenang dan bertugas untuk:
a. memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas
tanah; dan.
b. memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak
menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3.
Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat
(2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Waijib
Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2
dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak.
PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

Langkah 3
PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan

menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti
Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran

perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu memperbaharui database daftar

kepemilikan hak atas tanah.

Langkah §

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu
menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta
Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.
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Langkah 6

PPAT  menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang

telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 3

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3
( SSPD-BPHTB ) Untuk Kepala Kartor
Bidang Pertanghan
BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
LogoPemsditzh Dasch PAJAK BUM DAN BANGUNAN (SPOP PEB)
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:
PERHATIAN: Bacakh petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terkebih dahulu,
A 1.NamaWeiib Pajak l ’ | | ]|
2. NPWP: |
3. Alamat Wajb Pajak:
4. KelurahanDesa: 5. RTIRW: 6.Kecamatan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:
B 1.Nomor Obik Pajak (NOP) PEB: | [ & HER O]
2 Letak tanah dan atau bangunan;
3. Kelrshan/Desa: 4.RTIRW:
5. Kecamatan; 6. Kabupaten/Kota:
Penghtungan NJOP PBB:
, . Luas . NoPPB/m
Uraian e e nnyerg | (O brdiren SPETPED b bfadinya Luas x NIOP PBB /nf
i 7
Tanzh ( bumi ) l m?| 9 Rp 11|Q) I xanckas
Bangunan 8 l m? |10 Rp 12| Rp —RTTRT
NICPPBB: 13| Rp
.................................... angkal1+angka 12
15. Jenis perolehan hak & @ tanzh dan atau bangunan: [:D 14. Haga transaks / Nilai pasar: I Rp |
16. Nomor Sertifikat :
C. AKUMULASI NILAI PERCLEHAN HAK SEBELUMNYA | Rp
D. PENGHITUNGAN BPHTB( Hanya diisiberdasakan penghitungan Wb Pajak )
1. Nilai Peroehan Cbjek Pajak (NFOP ) memperhalifan niai pada 8.13, B.14, danC 1P Rp
2. Niki Perolehan Chijek Pajak Tidak Kena Pajak{ NPOPTKP ) menperhatikan niai pada C 2P Rp
3. Nilai Perolehan Cbjek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) aglat-anga2| 3 » Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tangh dan Bangunan yang tentang Fixea3 |4 » Rp
E. Jumlah Setoran berdasarkan:
[~ a Penghitungan Wajb Pajak
b. STPDBPHTB/ S(PDB KURANG BAYAR/ SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nowmor: Tanggat
l: ¢ Pengurangan dihitung sendiri mesjadi: | % berdasar Peraturan KDH No: ..
[ d.
JUMLAH YANG DISETOR {dengan angka): (dengan huruf): -
[Re . -
(badasarkan pertitungan D4 dan piffandiE) &
*) Coretyeang fkk perks
,tal MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telh Diverifikast
VWAJIB PAJAKI PB\IYEI'OR PPAT/ NOTARS TEMPAT PEMBAYARAN BPHIB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tangad: ... — KEUANGAN ASET DAERAH
Nemalorgkap dzn tanda tangn Nama kengkap, stempel, dan nda tngan Namalengkep, dempel, dzn tenda tangan Namalengkap, stempe), &
Hanya disl deh Nunu'Dohmen.»v I | I | | | I | I = o .
petigas DPPKAD [ : : ; T : :
oppembens: - [ | | [ T[T LT[0

Lembar 36 —KepalaKartor Bidang Pertanzhan

Lampiran IV — Pendaftaran Akta 37 }



D. BAGAN ALUR

Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Kantor Bidang

Uraian “Wajib Pajak Selaku Penerima Hak " Pejabat Peémbuat. Akta Tanah 3
oo ' ) . Pertanahan
1. Berdasarkan prosedur pembayaran dan . T
prosedur penelitian, Wajib Pajak menerima SSPD '%1':‘::3;3::" l Dsz‘:;f::i::'
|BPHTEB lembar 1, 2, dan 3. Wwaljib Pajak lalu PPh di KPP -
memberikan SSPD BPHTB lembar 2 dan 3 kepada - 3
PPAT. ;
SSPD-B8PHTB
- - ZLEa PanvAadanen
2. Berdasarkan transaksi pembayaran PPh di Bukt! Paririmsan Buke Parrerii Hak stas Tanah dan/
Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga 5P Pasal 4 avat (2) 5SP Pasal 4 ayat (2) stau Bangunan
menyerahkan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat ~
(2) kepada PPAT.
3. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak Atas Manylapkan M,::,',’."ﬁ':;:::"& .
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian pendntiaran aka ‘pandaftaran Hok -

hak atas
PPAT

menyiapkan pengajuan pendaftaran
tanah atau perallhan hak atas tanah.
mengarsip SSPD B8PHTB lembar 2.

4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan, SSPD BPHTB lembar 3,
dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) kepada
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

S. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menelaah
pengajuan dan memperbaharui daftar perolehan/
peralihan hak atas atas tanah. Kepala Kantor
Bidang Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB
lembar 3.

6. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan
Akta Pemindahan #Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat
(2) kepada PPAT.

7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian
menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak.

({lambar 1).
SSPD-BPHTB
Bukel Penarimoan

SSP Pasal 4 ayat (2)

Dangunan

Akta Pemindahan Hak
atas Tansh dan/atau

SSPD-BPHTHB

Buktl Pcr’\.rlmu-n
SSP Pasal 4 ayat (2)

atas Tanah atou

(lembar 3)
paralihan Hok atas .

SSPD BPHTB

Tansh Bukt) Ponarimann
T SSP Posal 4 ayat (2)
¥ Afkta Pemindohan Hak
(lembar 3) atas Tanah den/atasu
SSPD BPHTO Bangunan

Bukel Ponarimann
SSP Pasal 4 ayat (2)

P —
Akta Pamindohan Hak

atas Tenah dan/etou \—TN

Menelaah pengajuan dan
moemperbaharul daftar
Pearolehan atau peralihan
Haok otas Tanah

Buktl Penarimaan
$SP Posal 4 ayat (2)

Akta Pamindahan Hak
atas Tanah dan/atau
Bangunan

Bukti Penorimaan
SSP Pasal 4 ayat (2)
Akta Pemindahan Hak
atos Tanah dan/otau
Bangunan

\_{__\

Maonandatangani
Akta Pemindahan

(lembar 3]
SSPD BPHTS

Hak atas Tanah dan/
atau Bangunan
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 24  TAHUN 2011
TANGGAL : 2l JUNI 2011

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh
Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses
pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta
pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke
rekening penerimaan kas daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak

melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank

yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

a. menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

b. menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara
Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah; dan

c. menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja

SKPD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan

bertugas untuk:

a. menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran tunai;

b. menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah;

c. menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran

ke rekening penerimaan kas daerah;
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d. menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari
Waijib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

e. mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran;

f. menyiapkan Register STS; dan

g. mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ Wajib
Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani  Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini
PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi

BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang

ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam

prosedur ini Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas

untuk:

a. menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;

b. menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;

c. menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;

d. menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara
Penerimaan,;

e. menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan dari PPAT; dan
f. menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD
BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke

rekening penerimaan kas daerah.
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Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk
menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTB dari Waijib Pajak. Bank yang ditunjuk
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara
Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk.

Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku
Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan
BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah §

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan

Pelaporan.

Langkah 6
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD

BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari
Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2
Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan

mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran.
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Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD
BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3
Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB

yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran,
beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran,
beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima
SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan

menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6,
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Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan

menyusun Laporan Realisasi BPHTB.
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CONTOH LAPORAN PENERBITAN AKTA

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Bulan TAHUN
Nama PPAT Kepada Yth,
Alamat Kepala Dinas
NPWP Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Daerah Kerja Kabupaten/Kota
AKTA NAMA, ALAMAT, DAN NPWP LUAS (M) _ HARGA SPPTPBB Ssp SSPD BPHTB
BENTUK TRANSAKSI
NO PIHAK YANG JENIS DANNOMOR| LETAK TANAH DAN
PERBUATAN PIHAK YANG BANGUNA | PEROLEHAN/PEN | NOP KETERANGAN
K BANGUNAN
URUT INOMOR |TANGGAL HUKUM MENGALIHKAN/M MENERIMA HA TANAH N GAUHANHAK | TAHUN NIOP (RP)| TANGGAL| (RP) |TANGGAL {RP)
EMBERIKAN
(RP)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

..... e 2011

Nama PPAT
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel

Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh:
Octavianus, SH, atau Birgitta, SH.

Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten
Pulau Tidung.

Kabupaten/Kota . Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Pulau
Tidung.

Bulan " : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.

Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang
bersangkutan.

Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.
Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 — 10
-2011.

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar,
hibah, dsb.

Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan.
Contoh: John beralamat di JI. Industri Raya No. 9 dengan NPWP
49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), JI. Industri Raya No.
9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).

Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan
seperti kolom 5).

Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak
dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik =M '
- Hak GunaUsaha =U
- Hak Pakai =P

Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan
Kemayoran Utara

Ditulis:

- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)

- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan
sebagian)
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Kolom 8

Kolom 9 dan 10

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk
pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan
tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.

Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa
pajak tahun 1960 — 1964

Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 — 1964

Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok I1.D persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30

: Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat

menyebut kelurahan/desa yang bersangkutan.

: Diisi luas tanah dan atau bangunan yang

dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan
Iantai2 dasar seluas 50 m? dan lantai satu seluas
25 m°.

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

: Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan
hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa
membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

: Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 — 0124.0/11-01

Ditulis - 021.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke
bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar
kolom)

: Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum

dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1 : Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada
pada SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan
PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan
keseluruhan bangunan yang ada diatasnxa Tanah
seluas 100m? dan bangunan 25 m? adalah
sebagian tanah atau seluas 50 m? dan
keseluruhan bangunan seluas 25 m?. Diketahui
NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000
(untuk 100 m? dan bangunan adalah Rp.
50.000.000 (untuk 25 m?), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m? : Rp. 100.000.000
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- NJOP bangunan seluas 25 m? : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : Rp. 150.000.000
Ditulis : 150.000.000
Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan

besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak
yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan
besarnya pembayaran BPHTB.

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan vyang
diperoleh/dialihkan dengan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau
bangunan.

Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan
dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor
daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh: -d.i 301/4097/11 atau
- tanggal 10 -7 - 2011

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan
penerima hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis : ayah - anak
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CONTOH DOKUMEN REGISTER SSPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
REGISTER SSPD BPHTB
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

TAHUN ANGGARAN .........
Bendahara Penerimaan :
No. No. STS Tanggal | Kode Rekening ~ Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 e 5 6 7 8
Mengetahui/Menyetujui Pasir Pengaraian, tanggal .....................
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Nama Nama
NIP: sosiwmsisimvasisisssvisissssin NIP. e
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‘CONTOH FORMAT BUKU PENERIMAAN

DAN PENYETORAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD
Period
Penerimaan Penyetoran
Kode Keterangan
Nomor | Tanggal No.Bukti Cara Pembayarary Rekening Uraian Jumlah Tanggal No. STS Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kas di Bendahara

- Saldo Awal

- Jumlah Penerimaan
- Jumlah yang Disetorkan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Terdiri

a. Tunai Sebesar
b. Bank Sebesar
¢. Lainnya

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna

...........................

Lampiran V — Pelaporan BPHTB
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PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
REGISTER STS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

CONTOH DOKUMEN REGISTER STS

TAHUN ANGGARAN .........
Bendahara Penerimaan :
No. No. STS Tanggal | Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan

1 2 3 ' 4 5 6 7/ 8
Mengetahui/Menyetujui Pasir Pengaraian, tanggal .........cccoeveeunee...

Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

Nama ...ccoovvviveveeveinneen, Nama

NIP. ceeeeeee et rereerreraeraesennans NP s s
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D. BAGAN ALUR

Prosedur Pelaporan

BPHTB . .
—— — : - o T Pejabat '
. Uraian TR Bank yang Ditunjuk - Bendahara Penerimaan - Pembuat Akta: . Fungsi Pembukuan & Pelaporan
Z : ; et . . : i Tanah : . ”
1. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar S, Bank yang Proco ~ -
Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit atas penerimaan Dzo?m:‘:r e e
BPHTB dari Wajib Pajak. Pembayaran S eata ramer
BPHTB) | o Bidang -
2. Bank yang Ditunjuk menyerahkan Nota Kredit ke B - __Peasnshen)

Bendahara Poenerimaan.

SGF-OPATE

3. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6, Bank yang i\nu-l e

Ditunjuk membuat Register SSPD-BPHTB. Haok atns Tonah

4. Bank yang Ditunjuk memberikan SSPD-BPHTBS lombar Bengunon :

6 dan Registor SSPD-BPHTE ke Fungsi Pembukuan dan Monylapkan

Pelaporan. 5'ss§l‘:’>-ghmr;re i Mz;'y'apkﬂﬂ

5. Sementara itu. Bendahara Penerimaan menerima - BPHT PenetbltaﬂnAkta
~|SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar € atas penerimaan -

pembayaran BPHTB secara tunal. Roglator
SSPD-BPHTB
SSPDO-BPATHE

(lembar 8)

Rogiotor
SSPD-BPHTB

6. Bendahara Penerimaan maencatat penerimaan dalam
Buku Ponerimaan & Penyeotoran dan membuat Register
SSPD-BPHTB berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6.

{ A. B, C, & D dari fungsl-fungal yang lain }

A B
7. Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan
Registar SSPD-BPHTB yang dilampirl dengan SSPD-
BPHTB tembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Ko fungal \l
pombukuan & >
polaporan

8. Sedangkan atas penerimaan Nota Kredit dari Bank
yang ditunjuk, maka Bendahara Ponerimaan meoncatat
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan &
Ponyetoran dan Register STS.

Ke tungal og! R
poembukunn & SSPD-BPHTB .

) -
pelaporan Gombar &

9. Bondahara Penorimaan komudian menyerahkan Buku
Ponerimaan dan Penyetoran beserta Rogister STS
P Fungsl Peambukuan & Pelaporan.

10. PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan
menyiapkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

11. PPAT memberikan Laporan Penerbitan Akta Ponerimaan &
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ko Peorny On
Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

12. Fungsi Pembukuan & Peolaporan menerima dokumen
berupa Register SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar &,
Buku Penerimaan & Penyotoran, Registor STS, dan
Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

13. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi
Pembukuan & Pelaporan menyusun laporan realisasi

PAD

% BUPATI ROKAN HULU,

HACHMAD
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 24  TAHUN 2011
TANGGAL : 2!  JUNI 2011

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan
proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB
terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB;
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak

diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi
BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki
dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB,
Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

fﬁ 1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat
Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan
menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi
BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
a. memeriksa SSPD BPHTB
b. menerbitkan STPD BPHTB
c. menerbitkan SKPD Kurang BayarBPHTB
d. menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
C.1. Penetapan STPD BPHTB
Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi
Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setap SSPD BPHTB terutang yang

tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3
Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah

hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar
SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena

bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4
Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB

yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.
STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah §
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD

BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.
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C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar
BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi

Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Waijib
Pajak.

Langkah 2
Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu

3 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa
nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD
BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan
Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3
Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah

berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan
memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar
tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD

Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang

Bayar Tambahan (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD

Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap

SKPDB Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Waijib Pajak.

Lampiran VI - Penagihan 54




Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas
setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Waijib
Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan
dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran
BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD

Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:

a. Daftar STPD BPHTB

b. Daftar SKPD Kurang Bayar

c. Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat
ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2
Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan

melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB
yang masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi:

a. Menghubungi wajib pajak melalui telepon

b. Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Waijib Pajak yang disetujui, maka
Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak
agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Waijib Pajak yang tidak disetujui,
maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).
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Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat

Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah

juga dihimbau untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur

penerbitan:

a. Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

b. Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

c. Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan
BPHTB oleh Wajib Pajak;

d. Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan
BPHTB oleh Wajib Pajak;

e. Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB
oleh Wajib Pajak;
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STPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

SURAT TAGIHAN PAJAK DERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor :
Tanggal penerbitan :

Tahun :

Jumlah pajak yang terutang yang
masih harus dibayar :

Letak objek pajak
Kabupaten / Kota :

Kecamatan :
Desa / Kelurahan :
Alamat :

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

NOP :

Perincian Pajak yang Terutang

1.Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB / SKPD Kurang | Rp.

Bayar / SKPDB Kurang Bayar Tambahan*)

Tahun ............
2. Telah dibayar tanggal Rp. Rp.
3. Pengurangan Rp. Rp.

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan ( angka 2 + angka 3 ) Rp.

5. Pajak yang kurang dibayar ( angka 1 —angka 4 ) Rp.

6. Denda adminstrasi

2% x 24 bulan x Rp. ( Rp.

angka 5)

7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang Rp.
angka 1

8. Pajak yang masih harus dibayar (5§ +6 +7) Rp.

Tanggal Jatuh Tempo :

Tempat Pembayaran :

PERHATIAN

1. Surat Tagihan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah & Bangunan
(STP BPHTB ini harus dilunasi
paling lambat satu (1) bulan
sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal
jatuh tempo utang pajak belum
dilunasi, maka tindakan
penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat
Paksa, pelaksanaan sita, dan
lelang.

Kabupaten Rokan Hulu ................... yerereenans 2011
Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset

........................................
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Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kepada Yth,
Nama
NOP
Alamat
SURAT TEGURAN
Nomor

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

NOP, NO & TANGGAL STPD Tanggal Jumlah
X . . BPHTB/ SKPDB KURANG
Jenis Pajak Tahun Pajak
) ) BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR fet::LTempz ':;ur.lgfa:an
TAMBAHAN (*) ayara 3jak (Rp}
. -
(*) Coret yang tidak perlu Jumlah

{dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
Nomor ... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar
melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 {(dua puluh satu

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT
TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN

PENERBITAN SURAT PAKSA.

7]

Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

NIP
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D. BAGAN ALUR

Bagan Alir 1: Penetapan STPD BPHTB

- Uraian

Wajib Pajak

Fungsi Penagihan

1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya,
maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan
kena bunga/denda.

3. Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi
Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.
Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

4. Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan
daftar SSPD BPHTB vyang tidak/kurang dibayar, salah tulis,
salah hitung, dan kena bunga/denda. Surat Tagihan BPHTB
dicetak rangkap 2.

5. Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTE (lembar 2).

6. Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1)
kepada Wajib Pajak.

7. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas
setiap Surat Tagihan yang telah dikirimkan kepada Wajib
Pajak.

8. Wajib Pajak membayarkan BPHTB terutang menurut STPD
BPHTB sesual dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Lembar 1

Prosedur
Pembayaran
BPHTEB

I SSPD BPHTB

torutang yong tidak/

. kurang dibayar, salah

tulis, salah hitung, kena
b do a

5 PD BPHATE yang
tidak/kurang dibayor, -
saloh tulis, ssfah hitung,
& kena bungo/da

Meaenerbitkan STPD
BPHTB

Lembar 2

Lembar 1

STPD BPHTB -

STPD BPHTB

Mengirimkan Surat
Tagihan BPHTB kepada
‘Wajlb Pajak

Lembar 1

STPD BPHTB

Proses
Pembayaran dan
lainnya mengikuti
prosedur
sebelumnya

STPD BPHTB

Moemperbaharui daftar
STPD BPHTB

Daftar STPD
BPHTB

Arsip
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Bagan Alir 2: Penetapan SKPD Kuréng_ Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan untuk BPHTB )

Uraian

Waji:is. i’,ajak

- Fungsi Penagihan

1. Berd kan pr dur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka
Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB vyang telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah
:Iberjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak.
Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum
dalam SSPD BPHTB tersebut.

Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

{3. Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang
telah berjangka waktu S (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi
Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam
" ISKPD Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan
‘jkemudian menerbitkan Daftar SKPOD Kurang Bayar yang masih
" lkurang dibayar.

4. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan
menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang
Bayar Tambahan (rangkap 2).

-|5. Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan
SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

|6. Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1)
dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

7. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas
setiap SKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib
Pajak.

8. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar
[ Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah
dikirimkan kepada Wajib Pajak.

9. Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar
Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesual dengan
prosedur pembayaran BPHTB.

Berdasarkan SSPD GPHTB
dalam jangka waktu 5
{lima) tahun semqgnjak

dibayar wajlb pajak

Lembar 1
SKPD Kurang

Prosedur
Pembayaran
" BPHTB

L

Memeriksa pajak
terutang yang kurang
. . dibayar

I

Daftar SSPD
BPHTB yang
kurang dibayar

Menerbitkan SKPD
Kurang Bayar

Lembar 1
SKPD Kurang

Lembar 2
o| SKPD Kurang

Bayar

Meongirimkan Surat
SKPD Kurang Bayar
kepada Wajlb Pajak

Lembar 1
SKPD Kurang

Bayar

r L

SKPD Kurang B8ayar |«

Bayar

Bayar

r sorkan SKPD
Dafear SKPD Kurang Kurang Bayar dalam
Bayar yang masih Jangka waktu S (lima)
kurang dibayar tahun semenjak
diterbitkan

Menerbitkon SKPD
Kurang Bayar
-_Tombohan

Lembar 1 i
SKPD Kurang Bayar
Tambahan

Menglirimkan Surat
SKPD Kurang Bayar
kepada Walib Pajak

SKPD Kurang Bayar
-Tambahan

bor 1

Tambahan

Proses
Pembayaran dan
lainnya mengikuti

' prosedur
sebelumnya

Memperbaharui
daftar SKPD Kurang
5 Bayar

Daftar SKPD
Kurang Bayar

SKPD Kurang Bayas
Tambahan _-

Mampaearbaharus
daftar SKPD Kurang
Bayar Tambahan

Daftar SKPD
Kurang Bayar
Tambahan
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LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 29 TAHUN 2011
TANGGAL : 2! JUNI 2011

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan
pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian
menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen
pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala
Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah
yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data &
informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di
wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas
BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan
sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

a. menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan BPHTB

b. menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

c. mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data &
Informasi

d. menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

e. menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau
Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
a. menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan
b. menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri
dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat
Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2
Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi

Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan
BPHTB kepada Waijib Pajak.

Langkah 3
ﬁ Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan

dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data

K

terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi

Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 5
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi

Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari
Database Objek Pajak.

Langkah 6
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan

data terkait objek pajak.

Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang

telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8
Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB

berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga
dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan
atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.
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Langkah 9
Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetuijui).

Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11
Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan

BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi
yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

- Langkah 12
Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran

sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.
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Surat Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB Hal 1

PEMERINTAH KABUPATEN RIKAN HULU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

NOMOR: ............

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Membaca Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas

NOMIOT & ottt st sebesbess s st ssesemeeesnas tANGEAL. .o et .
Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan
Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :
Nomor D sesesreennens
Tanggal D rreerreetenrenneene
b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;
Mengingat 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor .... Tahu n .... tentang Bea Perole han Hak atas Tanah
dan Bangunan.
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ..... Tahun .... Tentang Pemberian Pengurangan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN /KOTA ............ TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG
TERUTANG.
ERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) y ang terutang kepada Wajib
Pajak:
Nama Wajib Pajak L et bt shtte et sa e faeast fhaeaas setees Ses0RsESE etets seaserash sesebores susses seseseete sesene sen
Alamat Wajib Pajak I I R
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Surat Keputusan Pengurangan BPHTB Hal 2

Letak Objek Pajak
Tahun BPHTB

Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ D okumen lainnya **):

- Nomor L ettt beres seaenes bt aee sea bt sesaesene ssssen seenenben smesesans ceveretnstnees enes
- Tanggal e e L ettt s btk S0 108 b Attt Sh s £en ettt St eeessesttn e emnn e
NOP e et e et s e et s 4ns hsa s ne et ettt seonen e een smms sostenes eeeses
Letak Objek B et et s ebaate Lt b Rbse eesaes SRReR e s e es ea st be e n et ees e mmne seeossmen e
Desa/Kel. e e et e e ekt ShRAAs SRRt s SRt bas e beses Snsessesessmn seeses st e es o
Kecamatan e e b e e ttb e s sebess s baseees s varees s sesnn s ene setesenen seesem s ttmee ot
Kab./Kota e et e s et s e eae sesabs S bese s A baees See e RS Sasten sesee e s Stess saeesnes seennn s
KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dim aksud pada diktum PERTAMA, maka

Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

a. BPHTB Terutang RP..corecraans cesnnnessrnsnsn
b. Besarnya Pengurangan (ceveereesmnsssseenensnesasonnnnneas) RP.ciosssiainssasasunessnosnseer—
¢. Jumiah BPHTB yang seharusnya dibayar 3] + IO

(sebesar: SR e RO L LAESS s ara ases s e S0 S e 0 S0 saseenans ahRses ses st ankRes s s0sansanases sesnsons)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirua n dalam keputusan ini maka akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Waijib Pajak:

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di .........c.eeeveesceerie e s
Pada tanggal ........cc.cocevvereeveernnnrie e eeness e

.
..............................................

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai keperluan
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